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QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG

PAJAK HIBURAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

: a bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan

.

pemerintahan dan pembangunan yang memeriukan
pembiayaan sepanjang ruang lingkup Wilayah
Kabupaten Acch Barat Daya, perlu digali sumber
Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Hiburan;

bahwa untuk meningkatkan penerimaan asli daerah
dari Pajak Hiburan, perlu dilakukan penertiban dan
pemungutannya secara intensif;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam- huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan dalam suatu Qanun.

Undang-Undang Nombr 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun
© 1981 Nomor 76); - :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);

3. Undang-Undang .......
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" 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tenfang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nemor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Pepagihan Pajak dengan Surat Paksa, sebagaimana
telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1997 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1298,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah
Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3893);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya,
Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya,
Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh
Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4179);

7. Undang-Undang Nomeor 14 Tahun 2002 fentang

Pengadilan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189) -

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang .....
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9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4389 );

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pengelolaan dan Tanggung Jawab  Keuangan
Negara (l.embaran Nepgara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4400); ' '

12. Undang-Undang Nomior 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah untuk kedua kalivya dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

13. Undang-Undang Nomor 33 Tshun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 teniang

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik-.

Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara 4633);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tabun 2001
tentang Pajak Daereh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4138);

s
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16.

17.
18.

19.

20.

21,

22.

23
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara =

pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4737);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor- 170
Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173
Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di
Bidang Pajak Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun
1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi
Pajak Daerah, Refribusi Daerah dan Penerimaan
Pendapatan Lain-lain;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan
Pajak Daerah;

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh
Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat
Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa
Aceh Tahun 2000 Nomor 30);

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor
11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam
Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran
Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun
2002 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 5);

Qanun Aceh :Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007
Nomor 03);




- 24, Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1 .
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat
Daya (Lembaran Daecrah Kabupaten Aceh Barat
Daya Tahun 2008 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA

dan
BUPATI ACEH BARAT DAYA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : QANUN TENTANG PAJAK HIRURAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;

2. Pemerintahan  Kabupaten adalah penyelenggaraan  urusan
pemerintahan yang dilaksanakan oleh Iemerintah Kabupaten dan
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan
kewenangan masing-masing;

3. Pemerintzh Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;

4. Bupati adalah Bupati Acch Barat Daya;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK
adalah DPRK Aceh Barat Daya;

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan
daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

7. Pajak Hiburan ............
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